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GUBERNUR | :ULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH PROVIN SI SULAWESI TEN GGARA

NOMOR A TAHUN 2013
TENTANG

' PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.
' DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

| Menimbang ‘

" ) Mengingat |

- :pengaturan i  'dalam

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

L a. bahwa dalam rangka opt1ma11sa31 pemanfaatan rmneral
batubara dan batuan, maka pengelolaannya harus

terarah dan terpadu, berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan untuk memberikan nilai tambah bagi
perekonomian daerah. dan kesejahteraan masyarakat
secara berkeadlla,n,

bahwa . pertambangan ‘ mmeral ~dan batubaraA
mempunyai peranan yang sangat penting dalam

pembangunan daerah  sehingga . perlu = adanya
- pengelglaannya - dan .

pengusahaannya dengan memperhatikan prinsip

- lingkungan = hidup, transparansi dan ,pa;;tisipasi, :

masyarakat;
bahwa dengan ditetapkannya undang-undang Nomor 4

‘tahun 2009 tentang Pertambangan minera] dan Batu

bara maka perlu adanya pengaturan dibidang
pertambangan yang = dapat mengelola  dan

‘mengusahakan potensi mineral dan Batu bara secara

mandiri, - transparan, daya: samg, efisien dan
berwawasan lingkungan guna menjamin pembangunan

- daerah secara berkelanjutan;’

¢ L

bahwa ® berdasarkan pertlmbangan sebagaimana.

dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu
- membentyk . Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
‘ Pcrtambangan Mineral dan Batubara ; :

Pasal 18 ayat (6) Undang —Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi -Tenggara dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 47 Prp.Tahun 1960 tentang Pembentukan.,

- Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah

Tingkat 1 Sulawesi Selatan - Tenggara - (Lembaran

' Negara: Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94,
Tambahan Lembaran N egara Repubhk Indonesia Nomor
2687)
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Undang-Undang ~Nomor 32 Tahun 2004  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
di ubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahup 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

‘Nomor 59, Tai'nbahan Lernbaran Negara Republik Indones1a

Nomor 4844); ,
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 -tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); -

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Peraturan Pemenntah Nomor 38 ’I‘ahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan. Daerah

‘Kabupaten,/Kbta (Lembaran Negara " Repubhk Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 4737);

.. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang

Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran .

'Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 29; Tambahan' Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5111);sebagaimana telah diubah dengan
Peraturati Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5282);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

‘Nomor 5142);
‘Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang

Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan VLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
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. Denrngan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
' PROVINSI SULAWESI TENGGARA

dan

GUBERNUR SULAWESI TEN GGARA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAER,AH’ TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.,

BAB I
'«KETENTUAN UMUM

S + -, Pasal 1 A
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
Menteri adalah Menteri yang membidangi Pertambangan dan Energi;
Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara; -
Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara;
Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Sulawesi Tenggara;

©® N O M d RN -

Dinas adalah Dinas Energl dan Sumber Daya Mineral Provms1 Sulawesi
Tenggara;

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dmas Energl dan Sumber Daya 'Mineral
Provinsi Sulawesi Tenggara;

10. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam
rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara
yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,
penambangan, pengolahan dan pemurman, pengangkutan dan penjualan,
serta kegiatan pasca tambang;

11. Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah optimalisasi
pemanfaatan bahan galian mineral dan batubara yang dilakukan secara
terpadu dan terintegrasi meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan pengembangan,

12. Penambangan adalah bagian keglatan usaha pertambangan untuk
memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya; -

13. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki
sifat -fisik dan ‘kimia tertentu® serta susunan kristal teratur’ atau
gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau
padu;

14, Batubara adalah 'endapan. senyawa organik karbonan yang membentuk
' secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

15. Pertambangan ‘mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang
berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, serta air tanah; :




.16,

17.

18.

19.

20.

21.

22,
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Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang
terdapat di dalam bum1 termasuk bitumen padat, gambut dan batuan
aspal;

Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral
atau batubara yang meliputi tahapan keg1atan penyelidikan umum,
eksploras1 studi kelayakan, konstruksi, pénambangan, pengolahan dan
pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk
melaksanakan usaha pertambangan;

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP
Eksplorasi adalah ,jzin usaha yang diberikan untuk, melakukan tahapan
kegiatan penyehdlkan umum, eksplorasi dan studi kelayakan

Izin Usaha Pertambangan Operas.l Produksi yang selanjutnya disebut IUP
Operasi Produksi adalah' izin usaha yang diberikan setelah selesai
pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operas1
produksi;

Penyelidikan Umum adalah tahapan keg1atan pertambangan untuk
mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;

Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk
memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk,
dimensi, sebaran kualitas, dan sumberdaya terukur dari bahan galian,

- serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;

23.

24,

25.

26.

27.

8.
20.

'30.

31.

Studi Keldyakan adalali tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk
memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk
menentukan kelayakan ‘ekonomis dan teknis: usaha pertambangan,
termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca
tambang; -

Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang
meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk
pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak
lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan

Konstruksi adalah kegiatan usaha _pertambangan untuk melakukan
pembangunan seluruh fasilitas operasi produks1 termasuk pengendalian
dampak lingkungan;

Badan Usaha adalah badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan
yang didirikan berdasarkan hukum Indonersia dan berkedudukan dalam
wilayah Negara Kesatuar Republik Indonesia;

Analisis Mengenai Dampak ngkqngan yang selanjutnya disebut AMDAL,
adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau
kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi
proses pengambﬂan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau
kegiatan;

Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan keglatan
usaha pertambangan rmneral dan batubara;

Usaha Jasa Pertambangan adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan
dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan;

Izin Usahg Jasa Pertambangan yang selanjutnya disebut IUJP adalah izin
yang diberikan kepada Pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk
melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan;

Pemberdayaan  Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan
kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektlf agar
menjadi lebih baik tingkat-kehidupannya; :
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32.

- 33,

36.

37.
. adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan;

g8,

39.

40.

41.
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Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang
mempunyai potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan
batasan administrasi pernermtahan yang merupakan baglan dari- tata
ruang nasional; ‘

Wllayah Usaha Pertambangan, .yang selanjutnya disebut WUP, adalah
bagian dari WP yang mem111k1 ketersediaan data, potensi dan/atau
informasi geologi;

. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR adalah
bagian dari WP tempat dilakukan keglatan usaha pertambangan rakyat;

Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, - adalah
bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.

Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah
Wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan;

Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK,

Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk
meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk
memanfaatkan dan memperoleh mijneral ikutan;

Reklama31 adalah kegiatan yang- dilakukan sepanjang tahapa.n usaha
pertambangan untuk -menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas
lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai
peruntukannya; -

Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah
kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau
seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi
lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh
wilayah penambangan;

Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan untuk

- melaksanakan pasca tambang;

42,

43.

Pembinaan adalah segata usaha yang mencakup pemberian pengarahan,
petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalarn pelaksanaan
pengelolaan pertambangan; -, s A . :

Pengawasan adalah kéglatan yang ditujukan untuk menjamin agar
pengelolaan usaha pertambangan berjalan secara efisien dan efektif sesuai
dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

BAB II

ASAS DAN TUJUAN
‘Pasal 2

Pertambangan mineral dan/atau batubara di dacrah dikelola berasaskan :

a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan; |
b. keberpihakan kepada kepentingan daerah;
c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; .

d.

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
s ‘ "+ Pasal 3

Tujuan pengelolaan mineral dan batubara di daerah adalah :

a.

menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha
pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
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mehjamm manfaat pertambangan mineral dan batubara secara
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;

menjamin tersedxanya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau
sebagai sumber energl untuk kebutuhan dalam negeri;

mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional dan daerah
agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional,;

menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan keg1atan usaha
pertambangan mineral dan batubara di daerah,;

meningkatkan pendapatan. masyarakat lokal dacrah serta menciptakan

- lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat;

memberikan nilai tambah

- BAB- III
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Objek pengelolaan mineral dan batubara meliputi jenis : mineral logam,
mineral bukan logam, batuan dan batubara;

Ruang lingkup pengelolaan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi :

a. kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan;
b. wilayah pertambangan;

c. usaha pertambangan;

d. izin usaha pertambangan

e. pertambangan mineral dan batubara;

f. data pertambangan;
g. hak dan kewajiban;
h. reklamasi dan pasca tambang;

i. penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan;
j- periindungan dan pemberdayaan masyarakat;

.
1

- k. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

(1)
(2)

(1)

BAB IV -

KEWENANGAN DAN' TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN
Pasal 5

Gubernur memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan
pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di daerah.

Wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan _
pertambangan mineral dan batubara sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
berada pada lintas kabupaten / kota. '

Pasal 6

Kewenangan Pemermtah Daerah dalarn pengelolaan pertambangan
mineral dan batubara meliputi :

a. pemberlan IUP ,pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan
pengawasan usaha pertambangan eksplorasi pada lintas wilayah
kabupaten /kota dan/atau wilayah laut 4 (empat} mil sampai dengan
12 (dua belas) mil;

[ S
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pembenan IUP, pembinaan, penyelesalan konflik masyarakat dan
pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya
berada pada lintas wilayah kabupaten-/kota dan/atau wilayah laut 4
(empat) mil sampai dengan 12 {(dua belas) mil;

pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha
pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas
kabupaten /kota dam/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan
12 (dua belas) mil; , .

penginventarisasian, pényeﬁaikan dan penelitian serta eksplorasi
dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara
sesuai dengan kewenangannya,

pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumberdaya mineral

dan batubara, serta informasi pertambangan pada lintas kabupaten
/ kota.-

penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah
/wilayah provinsi;

pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha
pertambangan di provinsi;

pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha

-pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;

pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan
peledak diwilayah tambéang sesuai dengan kewenangannya;

penyampaian informasi hasil inventarisasi ,penyehd1kan umum dan
penelitian serta eksplorasi kepada menteri;

penyampalan informasi hasil produks1 penjualan dalam negerl serta
ekspor kepada menteri;

pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan dan pasca
tambang; :

peningkatan kemampuan aparatur. pemerintah provinsi dan

- pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan

usaha pertambangan;

memberikan rekomendasi izin pinjam paka1 kawasan hutan untuk izin
usaha pertambangan;

‘memberikan izin pinjam pakal kawasan hutan untuk izin usaha

pertambangan’ rakyat dengan Tuasan paling banyak 5(lima) hektare.

Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
WILAYAH PERTAMBANGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

.WP sebaga1 bagian dari tata ruang, mer'upakan landasan bag1 penetapan

kegiatan pertambangan;

WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Pemerintah
Daerah untuk ditetapkan ‘gleh: Pemerintah sesuai Jketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Pasal 8

Pemerintah Daerah 'Wéjib melakukan penyelidikan dan  penelitian

pertambangan dalam rangka penyiapan WP.
. N . [ e '.‘. [ I

Pasal 9

WP terdiri atas :
.a. WUP;
b. WPR;
<. WPN,

Bagian Kedua
Wi.layah Usaha Pertamﬁangan
Paragraf 1 |
Umum
Pasal 10

-t

- WUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a terdiri atas :
a. WUP mineral radioaktif:

b. WUP mineral logam;

-¢c. WUP batubara,

d. WUP mmeral bukan logam ;dan

e. WUP batuan.

g

(2)

Pasal 11

Pemerintah Daerah menentukan WUP yang disampaikan kepada
Pemerintah untuk ditetapkan '

Penentuan WUP sebagazmana dlmaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menyediakan data dan informasi yang dimiliki pemerintah daerah

Pasal 12 7

Gubernur menetapkan WUP untuk pertambangan mineral bukan logam dan
pertambangan mineral batuan setelah kewenangan . penetapan dilimpahkan
‘oleh Menteri

(1)

Pasal 13

Untuk menetapkan WUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 12
Gubernur dan Bupati / walikota sesuai kewenangannya dapat
melakukan eksplorasi.

Eksplorasi sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
memperoleh data dan informasi berupa :

a. Peta yang terdiri atas :
1). peta geolqgi; .
2) peta formasi batuan pembawa;
3) peta geokim?a;dan
4) peta geofisika

b. Perkiraan sumber daya dan cadangan.
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. (8) Gubernur dalam melakukan eksplorasi’ sebagaimana dimaksud pada ayat

1

(2)

(1) wajib berkoordinasi dengan menteri dan Bupati /walokota setempat

’ (4) Bupati /Walikota dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dlmaksud

1 pada ayat. (3) wajib berkoordinasi dengan Gubernur.
Pasal 14

Data dan informasi hasil eksplorasi yang dilakukan oleh Gubernur dan
Bupati /Walikota wajib diolah menjadi peta potensn /cadangan mineral
dan /atau batubara

Peta potensi /cadangan mineral dan / atau batubara sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1).paling sedikit memuat sebaran potensi-/cadangan

mineral dan /atau batubara

Bupati /Walikota' wajib ’menyampalkan potensx /cadangan mineral dan
/atau batubara sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) beserta laporan
hasil eksplorasi kepada menteri

Peta potensi /cadangan mineral dan /atau batubara sebagaimana
d1maksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk lembar peta dan digital.

Paragraf 2
Penyusunan Rencana Penetapan
Wilayah Usaha Pertam‘ban'gan
Pasal 15

Gubernur sesuai dengan kewenangannya menyusun. usulan rencana
penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WUP berdasarkan peta
potensi mineral dan /atau batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal
14 ayat (1) serta peta‘ potensi®cadangan mineral dan/atau batubara
sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2 ). -

WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenubhi kriteria :

a. memiliki formési batuan pembawa batubara, formasi batuan pembawa
mineral logam, dan /atau formasi batuan pembawa mineral radioaktif,
termasuk wilayah lepas pantai berdasarkan peta geologi; '

b. memiliki singkapan geologi untuk mineral radioaktif, mineral logam,
batubara, mineral bukan logam dan / atau batuan;

c. memiliki potensi sumber daya mineral atau batubara;

d. memiliki 1 (satu)} atau lebih jenis mineral termasuk mmeral ikutannya
dan /atau batubara, ,

e. tidak tumpang tindih’ dengan WPR dan /atau WPN

f. merupakan wijlayah . yang . dapat dimanfaatkan untuk kegiatan.
pertambangan secara berkelanjutan dan

g. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana
tata ruang.

, Paragraf 3 ‘
Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan
) - Pasal 16

Gubernur melakukan koordinasi dengan 'Bupati /Walikota setempat
menentukan wilayah di dalam WP sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat

(1)

yang memenuhl kriteria untuk ditetapkan meénjadi WUP oleh Menteri.
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Paragraf 4
Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan
Pasal 17

:‘(1) Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP sebagalmana dimaksud
dalam pasal 15 ayat (2) harus memenuhi kriteria :

a. letak geografis;

'b. kaidah konservasi; o

c.. daya dukﬁng‘lgingkuh?garli; |

d. optimalisasi sumber daya mineral ;dan
e. tingkat kepadatan penduduk.

(2) Gubernur dalam menetapkan luas dan batas WIUP mineral bukan logam
dan /atau batuan dalam suatu WUP berdasarkan kriteria sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)

(8) Gubernur menentukan luas dan batas W‘IUP mineral logam dan /atau
batubara dalam suatu WUP berdasarkan Kkriteria sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1 ) kepada menteri untuk memperoleh penetapan.

(4) WIUP mineral bukan logam dan /atau batuan yang ditetapkan oleh

- Qubernur sesuai dengan kewenéngannya berdasarkan permohonan dari
badan usaha ,koperasi atau perseorangan sesuai dengan ketentuan
perundang undangan L

Ri

(5) Dalam hal di WIUP mineral 1ogam dan / atau batubara terdapat komcdxtas
tambang lainnya yang berbeda, untuk mengusahakan komoditas tambang
lainnya, wajib ditetapkan WIUP terlebih dahulu.

, Pasal 18
Satu WUP terdm atas 1(satu) atau beberapa WIUP yang berada pada lintas
Kabupaten /Kota.
Pasal 19

Gubernur melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam mengusulkan luas
dan batas WIUP mineral logam dan batubara yang akan ditetapkan

pemerintah.

()

. " Bagia,n Ketiga . )
Wilayah Pertambangan Rakyat
‘ Pasal 20
(1) Kegiatan pertarn'bangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR

(2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati
/Walikota setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan
berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota.

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) . er}<a1t dengan data dan
informasi serta penataan ruang yang dimiliki provinsi.
Bagian Keempat
Wilayah Pencadangan Negara
Pasal 21

(1) WPN dalam WP dltetapkan oleh pernermtah setelah memperhamkan
' aspirasi daerah.
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(2) Wilayah yang akan dmsahakan untuk dijadikan WPN sebagaimana
dimaksud pada ayat (I} berubah statusnya menjadi WUPK berdasarkan
peraturan perundang-undangan

{ ]

s 4

Pasal 22

(1)) Gubernur melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam mengusulkan
el wilayah yang akan ditetapkan menjadi WUPK sebagaimana dimaksud
4 dalam pasal 21 ayat (2)

(2) Pelaksanaan keglatan usaha pertambangan di WUPK sebagaimana
dimaksud pada ayat ‘(1) dilakukan dalam bentuk IUPK berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

(3) Satu WUPK terdiri atas 1(satu) atau beberapa WIUPK yang berada pada
lintas wilayah provinsi,lintas wilayah kabupaten /kota dan /atau dalam 1
(satu) wﬂayah kabupaten /kota.

o~ Pasal 23
Gubernur melakukan koord1nas1 dalqm mengusulkan luas dan batas WIUPK
mineral ‘logam dan ' batubara’ yang akan ditetapkdn oleh Pemermtah
berdasarkan peraturan perundang~undangan :
| BAB VI
USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 24

(1) Usaha pertambangan mineral dan batubara d1kelompokan ke dalam 5
(lima) jenis usaha pertambangan yaitu :

a. usaha pertambangan radioaktif;

b. usahapertambangan mineral logam;
c. usaha pertambangan bukan logam;
d. usaha pertambangan batuan,

e. usaha pertambangan batubara

(2) Perubahan atas jenis usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dﬂaksanakan
pada :

a. WUP;
b. WPR;dan
c. WUPK.

o~ BAB VII
IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Bagzan Kesatu
Umum
Pasal 26

(1) IUP terdiri atas 2 (dua) tahap yaitu :

a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan
studi kelayakan

5y
kol
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b. IUP Operasi - produksi meliputi kegiatan ~ konstruksi,
penambangan,pengolahan dan pemurman serta pengangkutan dan
penjualan

[UP mineral logarn dan IUP batubara diberikan kepada pemenang lelang di
dalam WIUP mineral logam dan WIUP batubara;

Pemegang [UP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat
melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1).

Pasal 27

JUP diberikan oleh Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah -

kabupaten /Kota dalam, 1(satu) Provinsi setelah mendapatkan
rekomendasi dari Bupati /wahkota setempat sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. .

Gubernur dapat memberikan rekomendasi terhadap IUP yang diberikan
oleh menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 28

IUP diberikan kepada :
a. badan usaha;
b. koperasi;dan
€. perseorangan.
Pasal 29

(1)

)

IUP Eksploras;i séi)againiéné dimaksud dalam pasal 26 vayat (1) huruf a
wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :

Nama perusahaan;

Lokasi dan luas wilayah;

Rencana umum tata ruang;

Jaminan kesungguhan,;

Modal investasi;

Perpanjangan waktu tahap kegiatan;

Hak dan kewajiban pemegang IUP;

Jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;

Jenis usaha yang diberikan;

Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dlselqtar

wilayah pertambangan;

Perpajakan

Penyelesaian persehsxhan termasuk hak masyarakat adat
. Turan tetap dan iuran eksplorasi; dan

AMDAL. : :

TR e 0.0 O

-

IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1}
huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :

Nama perusahaan,;

Luas wilayah;

Lokasi penambnagan;

Lokasi [pengolahan dan pemurnian;
Pengangkutan dan penjualan; -
Modal investasi;

Jangka waktu berlakunya IUP;
Jangka waktu tahap kegiatan;

5RO 00 TP
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i. Penyelesaian masalah pertanéhan termasuk hak maéyarakat adat;
J. ngkungan hidup termasuk reklamasi dan pasca tambang;
k. Dana jaminan reklamasi dan pasca tambang;

. 1, Perpanjangan IUP;

m. Hak dan kewajiban pemegang IUP;

. n. Rencana pengembangan..dan pemberdéyaan masyarakat dlsekltar

wilayah pertambangan
. Perpajakan
. Penyelesaian perselisihan;
. Keselamatan dan kesehatan kerja;
Konservasi mineral atau batubara;
. Pemanfaatan barang,jasa dan teknologi dalam negeri;
Penerapan kaldah keekonomian dan’ ketekmkan pertambangan
yang baik; t

- u. Pengembangan tenaga kerJa indonesia;

v. Pengelolaan data mineral atau-batubara;dan
w. Penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi
pertambangan mineral atau batubara : A :

Pasal 30

IUP sebagaimana d1maksud dalam pasal 26 d1ber1kan untuk 1 (satu), .
JCI’HS mineral atau batubara ‘ .

Pemegang IUP Sebagalmana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan - -

mineral lain didalam WIUP yang dikelola d1ber1kan prlorxtas untuk

mengusahakannya

‘Pernegang IUP yang bermaksud mehgusahakén mineral lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wa_11b mengajukan permohonan

-~ IUP baru kepada Gubernur.,

(4)

Pemegang ' IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
menyatakan tidak: bermmat untuk mengusahakan rmneral lain yang

. ditemukan tersebut,

, Pemegang IUP yang tidak berminat Grituk inengusahakan mineral lain

yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menjaga.
mmeral lain tersebut agar t1dak dlmanfaatkan pihak lain

IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan ayat
(5) dapat diberikan kepada pihak lainloleh Gubernur. :
Bagian Kedua
IUP Eksplorasi
Pasal 31 .

IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat dlbemkan ‘

dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan ) tahun.
IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat .

~ diberikan palmg lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral
~ bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu

paling lama 7 (tyjuh) tahun ™ . ; .
[IUP Eksplorasi untuk -pertambangan batuan dapat d1ber1kan dalam

" jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun !

JUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat dlbenkan dalam
Jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
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Pasal 32

(1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan keglatan studi kelayakan, pemegang
‘ IUP :Eksplorasi yang méndapatkan mineral atau batubara . -yang tergah
wajib melaporkan kepada pemberi IUP

) (3) Pemegang IUP Eksplorasi yang 1ng1n menjual mineral atau batubara
1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara
kepada Gubernur untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Pasal 33

Mineral atau batubara yang tergali sebagalmana d1maksud dalam pasal 32
dikenakan iuran produksi.

Bagian Ketiga
IUP Operasi Produksi
‘Pasal 34

(1) Setiap pernegang IUP Eksplora& dgamm untuk memperoleh IUP Opera31
Produksi sebagai kelanjutarn kegidtan usaha pertambangan.

(2) IUP Operasi produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi atau
perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara
yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

Pasal 35

(1} IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan
dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh } tahun dan dapat
diperpanjang 2(dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun

(2) IUP Operasi produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat
diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh )tahun dan dapat
diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

(3) IUP Operasi produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis
tertentu dapat diberikah dalam' jangka waktu paling lama 20" (dua
puluhjtahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10{
sepuluh} tahun.

(4) IUP Operasi produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam
' jangka waktu palmg lama 5 (lima Jtahun dan dapat dlperpanjang 2 (dua)
kali masing-masing 5 (lima) tahun. ‘

(5) IUP Operasi produksi untuk pertambangan batubara dapat diberikan
dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh )tahun dan dapat
diperpanjang 2 (dua} kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 36

IUP Operasi Produksi diberikan oleh Gubernur apabila lokasi penambangan,
lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada didalam wilayah
kabupaten /kota yang,berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati
/walikota setempat sesuai ketentuan peraturan perundang- -undangan.

Pasal 37

"Tata cara pembenan IUP Eksplorasi dan IUP Operas1 Produksi dilakukan
berdasarkan’peraturan perundang-undangan. :




[ ]
' -15-

2 \ | Bagian Keempat
Pertambanga.n Mineral
Paragraf 1 .
Pertambangan Mineral logam
Pasal 38

WIUP mineral logam dlberlkan kepada badan usaha,koperasi dan perseorangan
~ dengan cara lelang. :

Pasal 39

o

(13 Pemegang IUP Eksploras1 mineral logam diberi WIUP dengan luas paling
| sedikit 5. OOO(hma ribu) fektare dan pahng banyak 100.000(seratus r1bu)
hektare

(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat
diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang
keterdapatannya berbeda.

(3) Pemberian IUP sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) dilakukan setelah
mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 40
Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling
banyak 25.000 (dua puluh lima ) hektare.
‘ ) Paragraf 2
- Pertambangan Mineral Bukan logam
Pasal 41
WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi dan

.perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin
berdasarkan, peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Pemegang IUP eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas
paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu ) hektare.

(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam
dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain
yang keterdapatannya berbeda.

(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dllakukan setelah ‘
mempertimbangkan pendapat dafi pemegang IUP pertama.

Pasal 43
‘Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas
paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
Paragraf 3
Pertambangan Batuan
| Pasal 44
WIUP batuan diberikan kepada badan usaha; koperasi dan perseorangan

dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undarigan.
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Pasal 45

(1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5
(lima Jhektare dan paling banyak 5.000 {lima ribu) hektare

(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan
IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang
keterdapatannya berbeda :

(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dllakukan setelah
mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.-

Pasal 46

-Pemegang IUP Operasi Prbduksi batuan diberi WIUP dengan luas paling
banyak 1.000 (seribu) hektare.

Bagian Kelima
Pertambangan Batubara
Pasal 47
WIUP batubara diberikan kepada badan usahakoperasi dan perseorangan

denga.n cara lelang.
Pasal 48

” T"”"(ﬂ) Pemegang IUP Eksplora31 Batubara diberi WIUP dcngan luas pahng
V' banyak 50.000 (lirna pultih fibu)hektare

~(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batubara dapat
" diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang
keterdapatannya berbeda

(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah
mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 49

Pemegang IUP Operasi produksi batubara d1ber1 WIUP dengan luas paling
banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare. :

i Pasal 50

Tatacara memperoleh WIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dilakukan
berdasarkan ketentuan peraturah perundang-undangan. ’

Pasal 51

‘Gubernur sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan
rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP serta memberikan IUP
Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi kepada masyarakat secara terbuka.

Pasal 52

(1) "Badan ~usaha,koperasi dan perseorangan yang melakukan wusaha
pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan
teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial. °

(2) Ketentuan lebih lanjut*mengenai persyaratan administratif, persyaratan
teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial sebagaimana
dimaksud pada -ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-
undangan. :

e L N RS At
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“ N V‘ '~ BAB VIII
1ZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
' Pakal§3 -

(1) Kegiatan Pertambangan Rakyat sebagaxmana dimaksud dalam pasal 20
- dikelompokan sebagai benkut -

4 a. Pertambangan mineral logam;

¥ b Pertémbangan mineral bukan logam;
¢. Pertambangan batuan;
d. Pertambangan batubara.

(2) Tata cara pemberian IPR dilakukan berdasarkan peraturan perunang-
undangan. :

o~ Pasal 54

Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk IPR -dengan luas paling banyak 5
(lima) hektare yang bersifat nonkomersial dlbenkan oleh Gubernur.

| BAB IX
DATA PERTAMBANGAN
Pasal 55

Untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi pertambangan, Gubernur sesuai dengan kewenanngannya dapat
menugasi lembaga riset daerah untuk melakukan penyelidikan dan penelitian
tentang pertambangan. :

Pasal 56

~E

(1) Data yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan merupakan data
milik Pemerintah Daerah’” = '* - . s

(2) Data wusaha pertambangan yang dimiliki pemerintah Daerah wajib
disampaikan kepada Pemerintah

.(38) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan
oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

: BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 57

(1) Pemegang IUP berhak Untuk melakukan sebagian atau seluruh tahapan
usaha pertambangan ‘baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan opera31
produksi sesuai dengan TUP:yang’dimiliki; g

(2) Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk
keperluan pertambangan setelah memenuhi semua persyaratan sesuai
yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;

(3) Pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya atau
batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi
atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.
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| | Pasal58! © .
(1) - Pemcgang IUP tidak boleh memindahkan IUP -nya kepada plhak lain.

' (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan /atau saham. di bursa saham
. Indonesia hanya dapat ‘dilakukan setelah melakukan kegiatan
‘eksplorasi tahapan tertentu.

" (3) Pengalihan kepemilikan dan / atau saham sebagalmana dlrnaksud
pada ayat (2} hanya dapat dilakukan dengan syarat'?

. & Harus menyampaikan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati -

- -/Walikota sesuai dengan kewenangannnya; dan

b Sepanjang .tidak - bertentangan dengan ketentuan peraturan_ .

perundang- undangan :
Pasé.l 59 '

Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha’ pertambangan
. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian .Ke..dua
" Kewajiban
Pasal 60
' Pémégang IUP wajib : | _
Ca. n‘ieherapkan kaidah teknik pertambangan yang baik; -
b. ‘mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;

b
c¢. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan / atau batubara
d

. .melaksanakan pengembangan dan pq;mberdayaan masyarakat

- setempat; dan | ! .
¢. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.
_ Pasal 61

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP
- wajib melaksanakan :

?

. a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerJa pertambangan

" b. ’keselamatan operasi pertambangan

c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk -

kegiatan reklamasi dan pasca tambang; »
'd. u upaya konservasi sumber daya mineral dan fbatubara,

pengelolaan sisa tambang dari suatu kegxatan usadha pertambangan
dalam bentuk padat, cair atau gas sampai memenuhi standar baku
‘ rnutu 11ngkur1gan sebelum d1lepas ke medla hngkungan

_ Pasal 62

Pemegang [UP wajib menjamin penerapan standar -dan baku mutu
lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah,

S SO S
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Pasal 63

‘Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukungan

umber daya air yang bersangkutan sesuai ‘dengan ketentuan peraturan
erundang-undangan. :

Pasal 64

pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan
pemurnian hasil penambangan di wilayah Sulawesi Tenggara.

Pemegang IUP sebagainiana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan
memurnikan hasil penambangan dari pemegang [UP dan IUPK lainnya. -

Pasal 65 ‘

untuk  pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 dapat melakukan kerja sama
dengan badan wusaha, koperasi, atau perseorangan yang telah
mendapatkan IUP, '

IUP yang didapat badan usaha sebagairﬁana dimaksud pada ayat (1)
adalah IUP Operasi Produksi Khusus untuk mengolahan dan pemurnian
yang dikeluarkan oleh Gubernur. B

Pemegang IUP sebagajmana dimaksud pada ayat (2) dilarang melakukan
pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki
IUP atau IPR. ‘ L .

Pasal 66

Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang
bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib
terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.

IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1
(satu) kali penjualan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual sebagamana
dimaksud pada ayat(1) dikenai iuran produksi.

Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib
menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan /atau batubara
yang tergali kepada Gubernur sesuai dengan kewenangan.

. Pasal 67

Pcmegang IUP harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja
setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. '

Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan pengarusutamaan gender
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Dalam melakukan kegitan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP wajib
mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

o

Pasal 69

Pemegang IUP -eksplorasi, dan <IUP operasi produksi wajib meényusun
program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. ‘




(3)
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Per}yusunan program dan reéncana sebagéimana dimaksud pada ayat(1)
wajib dikonsultasikan.kepada pemerintah daerah, dan masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan
pemberdayaan masyardkat sebdgaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan peraturan Gubernur. .

Pasal 70 |

wf,*f’emegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil
eksplorasi dan operasi produksi kepada Gubernur sesuai -dengan
kewenangannya. :

(1)

(2)

(1)

(3)

Pasal 71

Pemegang IUP wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas
rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral
dan batubara kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Ketentuan lebih lanj_ut mengenai bentuk, jenis, wakfu, ‘ dan tata cara

penyampaian laporansebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

. . N B H a? . ' 8

A Pasal 72 :

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi dan /atau IUP Produksi Khusus

pengangkutan dan penjualan dalam melaksanakan pengangkutan dan

penjualan bahan galian menggunakan jalan umum dan/atau perairan

umum’ wajib. memiliki surat - keterangan asal bahan galian yang

dikeluarkan oleh instansi teknis yang membidangi pertambangan

kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya.

Surat keterangan asal bahan galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikeluarkan oleh Dinas apabila bahan galian diangkut lintas
kabupaten/kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian surat keterangan
asal bahan galian diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

BAB XI

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN

(1)

(2)

IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS
Pasal 73

Penghéntian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan
kepada pemegang IUP apabila terjadi:
a. Keadaan kahar;

b. Keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian
sebahagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;

c. Apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat
menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral
dan /atau batubara yang dilakukan di wilayahnya. i

; . Vot s o P T . . L . . ' ., '
perighentian- sementara Regiatan usaha pertambangan sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.

Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan

- Gubernur.
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(4) Perighentian sementara sébagéihqana dimaksud pada ayat (1) ‘h','uruf c
dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan
permohonan masyarakat kepada Gubernur. ‘

- (B) Gubernur wajib menge'luarkan' keputusan tertulis diterima atau ditolak
; disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan tersebut di terima.

Pasal 74

(1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan /atau
keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat
(1) diberikan paling lama’ 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling
banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.

(2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara
berakhir pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya,
kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Gubernur, atau
Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Gubernur mencabut keputusan penghentian sementara setelah
' menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 75 -

(1)  Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan
karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1)
huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah daerah tidak
berlaku. o A .

(2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan
karena keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam pasal
73 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah
daerah tetap berlaku. * 5 . 77 - EE s -

(3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan
karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 73 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap
pemerintah daerah tetap berlaku.

Pasal 76

Ketentuan mengenai penghéntian sementara kegiatan usaha pertambangan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 73, pasal 74, dan pasal 75 dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

o BAB XII
' BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN
] . PR Pasal 77
IUP berakhir karena: |
a. dikembalikan,; '
b. dicabut atau;
c. habis masa berlakunya;
Pasal 78

(1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP- nya dengan pernyataan
tertulis kepada Gubernur disertai dengan alasan yang jelas.
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(2) Pengembahan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah
setelah disetujui oleh Gubernur dan setelah memenuhi kewaj ibannya.

Pasal 79
IUP wajib dicabut oleh Gubernur apabila:

a. Pemegang IUP tidak memenuhi kewaijan yang ditetapakan dalam IUP
serta peraturan perundang-undangan.

b. Pemegang IUP melakukan tindak ,pidana berdasarkan peraturan
- perundang-undangan. I . : -

¢. Pemegang IUP dinyatakan pailit.

Pasal 80

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak
dlajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau
pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut
berakhir.

Pasal 81

(1) Pemegang IUP yang IUP-nya berakhir .karena alasan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 77 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban
“sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewapban pemegang IUP sebagmmana dimaksud pada ayat (1) dianggap
telah dipenuhi sételah mendapat persetujuan dari Gubernur. )

Pasal 82

(1) IUP yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya
sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dikembalikan kepada Gubernur.

(2) WIUP yang IUP-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui
mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Apabila IUP berakhir, pemegang IUP wapb menyerahkan seluruh data yang
dxperoleh dari- hasﬂ eksplorasi dan operasi produksi kepada Gubernur.

[A

' BAB XIII
USAHAJASAPERTAMBANGAN

.
H

Bagian Kesatu
Bentuk, Jenis dan Bidang Usaha Jasa Pertambangan

Pasal 84

(1) Dalam menyelenggarakan Usaha Jasa Pertambangan, Pemegang IUP
mineral bukan logam, batuan dan batubara harus menggunakan
Perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan /atau nasional;

(2) Dalam hal tidak terdapat Perusahaan Jasa Pertambangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemegang IUP dapat menggunakan Perusahaan
Jasa Pertambangan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan; e S o * )
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(3) Perusahaan Jasa Pertambangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(1)

adalah perusahaan yang didirikan dengan berbadan hukum Indonesia .
Bagian Kedua

-Jenis _Usa.jha Jasa Pertam_bangan .

Pasal 85
Pengusahaan'J asa Pertmnbangan dikelompokkan terdiri atas :

a. usaha jasa pertambangan; dan
b. usaha jasa pertambangan non inti.

Jenis Usaha Jasa Pertambangan sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi : '

a. Konsultasi, perencanaan', pelaksanaan dan pengujian peralatan
dibidang: : ' '

. penyelidikan umum;

. eksplorasi;

. studi kelayakan; ~

. konstruksi pertambangan; _
..pengangkutan; G s S i

. lingkungan pertambangan;

. pascatambang dan reklamasi; dan/atau

. keselamatan dan kesehatan kerja.

OB W e

b. Konsultasi, perencanaan, dan pengujlan peralatan di bidang:

1. penambangan; atau
2. pengolahan dan pemurnian.

Bagian Ketiga
Penggunaan dan Kegiatan Jasa Pertambangan

Pasal 86 ‘
Pemegang IUP dalam melakukan kegiatan usahanya dapat menggunakan

‘jasa pertambangan - setelah rencana kerja kegiatannya - mendapat

persetujuan dari Gubernur;

Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1¥ wajib menggunakan
Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal;

Dalam hal tidak terdapat Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau
Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional yang izinnya diterbitkan oleh
menteri, pemegang IUP dapat menggunakan Perusahaan Jasa
Pertambangan lain; ‘

Pemegang IUP dapat menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah melakukan pengumuman ke
media massa lokal dan/atau nasional tetapi tidak ada Perusahaan Jasa
Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional
yang mampu secara finansial dan/atau teknis;

(5) Dalam hal Perusahaan Jasa Pertambangan Lain mendapatkén pekerjaan di

bidang jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
Perusahaan Jasa Pertambangan Lain harus memberikan sebagian
pekerjaan yang didapatkannya: kepada Perusahaan: Jasa Pertambangan
Lokal sebagai sub kontraktor sesuai dengan kompetensinya;

Pemegang IUP dalam menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menerapkan asas kepatutan,
transparan dan kewajaran.

g e et 8 e e o g 8




-24 -

; Pasal 87

Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan berbentuk orang

Eers;grangan hanya -dapat melakukan kegiatan jasa pertambangan sebagai
“berikut :

(1)

(2)

a. jenis usaha jasa pertambangan konsultasi atau perencanaan; dan /atau
b. usaha jasa pertambangan non inti.

" Pasal 88

Setiap pemegang IUP yang akan memberikan pekerjaan kepada
perusahaan jasa pertambangan didasarkan atas kontrak kerja yang
berasaskan kepatutan, transparan dan kewajaran.

Pemegang IUP dilarang menerima imbalan (fee) dari hasil pekerjaan yang
dilakukan oleh pelaku usaha jasa, pertambangan. :

‘Pasal 89 .

Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan atau afiliasinya
dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan
yang diusahakannya;

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan
persetujuan keikutsertaan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam
usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 90

Penggunaan Jasa P‘crtambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87
dan Pasal 88 sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang IUP.

Tanggung jawab 'sebagdimana ‘dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek
teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan,
dan lindungan lingkungan pertambangan.

Bagian Keempat
Perizinan
Pasal 91 .

Pelaku usaha jasé pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85
ayat (1) huruf a dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan [UJP
dari Gubernur; - '

IUJP diberikan oleh Gubernur kepada Pelaku Usaha Jasa pertambangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha
jasa pertambangan dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan.

Pasal 92

3

Pelaku UsahaAJasa Pertambangan Non Inti sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 85 ayat (1) huruf b dapat melakukan kegiatannya setelah
mendapatkan SKT dari Gubernur;

SKT diberikan oleh gubernur kepada pelaku Usaha Jasa Pertambangan
Non Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan kegiatan
Usaha Jasa Pertambangan Non Inti dalam wilayah provinsi yang
bersangkutan.

. K]

Pasal 93

IUJP atau SKT diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun
dan dapat diperpanjang. g .

ned
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(2) Permohongn perpanjangan IUJP atau SKT harus diajukan dalam jangka
waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum IUJP atau SKT berakhir.

(8) IUJP atau SKT yang telah diberikan kepada pelaku usaha jasa
pertambangan dilarang-dipindahtangankan kepada pihak lain. -

(4) IUJP atau SKTdiberikan bexjdasarkan permohonan :

b. perpanjangan; atau -

¢. perubahan.

(5) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf ¢
diajukan apabila terjadi perubahan : : ’
a. klasifikasi; dan/atau
b. kualifikasi.

Pasal 94

Permohonan IUJP dan SKT vscbagaimar;a dimaksud pada Pasal 93 Ayat (4)
diajukan secara tertulis kepada Gubernur.

Y " BABXIV - ¢
PENGEMBANGAN USAHA PERTAMBANG
Bagian Kesatu .
" Umum

Pasal 95 ,

(1) Pengembanganv usaha pertambangan diarahkan untuk meningkatkan
nilai tambah dan memperluas kesempatan kerja;

(2) Pengembangan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diarahkan pada Pusat Kawasan Industri Pertambangan yaitu : PKIP
Awila, PKIP Laiwai, PKIPKaroni, PKIP Pomalaa, PKIP Kapolimu;

(3) Sistem hubungan antar industri didalam kawasan mengacu kepada
konsep kebijakan pengembangan industri nasional.

Pagal 96

(1) Penéembanga'n Pusat Kawasan Industri Pertamﬁangan sebagéimana
dimaksud dalam pasal 95 dilaksanakan dengan strategi pengelolaan
terpadu;

(2) Strategi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui :

a. penelitian dan pemanfaatan potensi mineral dan batubara;

b. peningkatan kualitas pengujian potensi;

¢. peningkatan promosi dan penarikan investasi;

d. pengembangan teknologi penambangan, pengolahan dan pemurnian
mineral dan batubara; ' A

e. pembangunan Infrastruktur listrik, jalan, pelabuhan dan fasilita
penunjang lainnya; ' '

f. keterkaitan dengan pembangunan sektor-sektor lainnya; dan

g. peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan

berkelanjutan. ' N

S U U
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. Bagian Kedua
Penmgkatan Nilai Tambah, pengolahan
dan pemurnian mineral dan batubara
‘ - Pasal 97
Pemegang IUP Operasi Produksi mineral dan batubara wajib melakukan
pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral

yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama
dengan perusahaan, pemegang IUP lainnya di Sulawesi Tenggara,

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan [UP

(3)

Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian ;

IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh gubernur pada
wilayah Lintas Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai
dengan 12 m11 dan garis pantal

Penmgkatan nilai tambah batu bara Sebagalmana dxmaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui keglatan pengolahan batubara.

Bagian Ketiga
Penelitian dan pengembangan serta

Pendidikan dan pelatihan
Pasal 98 .
Pemerintah daerah wajib mendorong, melaksanakan dan/atau
memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan mineral dan
batubara;

Pemerintah Daerah waij mendorong, melaksanakan dan/atau
memfasilitasi penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
di bidang pengusahaan mineral dan batubara;

Penyelenggaraan' ‘ dan/4dtau pelaksanaan” pendidikan dan ﬁel‘atihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah, Kabupaten/Kota, swasta dan masyarakat.

.BAB XV
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Perlindungan Masyarakat

Paragraf 1
Umum
Pasal 99

Masyarakat yang terkena dampak negatif Alangsung dari kegiatan usaha
pertambangan yang dilakukan oleh pemegang [UP berhak :

a. memperoléh ganti kerugian yang layak‘ akibat kesalahan dalam
pengusahaan = kegiatan . pertambangan sesuaij dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan; ~

b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian ak1bat
pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

Gubernur berkewajiban memberikan perlindungan terhadap hak-hak
masyarakat di mana kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan; .

Perlindungan hak-hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dalam bentuk memfasilitasi penyelesalan hak-hak masyarakat dengan
pihak pemegang IUP. ~
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Paragraf 2
Penggunaan Tanah untuk Kegiatan Usaha Pertambangan
Pasal 100

Hak.atas WIUP tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi;

Kegiatan usaha pertambangan tldak dapat dilaksanakan pada tempat
yang dilarang untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan
ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Kegiatan sebagalmana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah
mendapat izin dari instansi yang berwenang. - ‘

Pasal 101

Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat melaksanakan kegiatannya
setelah mendapat persetujuan dan telah menyelesaikan hak atas tanah,
bangunan dan tanaman yang mempunyai nilai ekonomi dengan pemegang
hak atas tanah, bangunan dan tanaman sesuai dengan kesepakatan dan
ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;

Penyelesalan hak atas tanah, bangunan dan tanaman oleh pemegang IUP
sebaga1mana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap
sesuai dengan kebutuhan dan/atau secara keseluruhan,

Gubernur dan Bupati/Walikota serta aparatur pemerintah setempat
memfasilitasi penyelesaian hak atas tanah, bangunan dan tanaman
antara pemegang [UP dengan pemegang hak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)..

Pasal 102

Pemegang IUP yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang
tanah, dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 103

- Hak atas IUP bukan merupakaﬁ pemilikan Hak Atas Tanah

.~ Bagian Kedua
Pemberdayaan Masyarakat

‘ " Pasal 104
Pemegang IUP wajib membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
program pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat setempat
di mana lokasi ‘kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan dan/atau
lokasi lain yang terkena dampak;

Program ' pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemegang IUP
berdasarkan masukan dan kesepakatan dari hasil musyawarah antara
pemegang IUP dengan Pemerintah Daerah , Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, kecamatan, kelurahan dan masyarakat setempat yang
mencakup sasaran yang akan dicapai termasuk jenis dan volume
kegiatan, jadwal kegiatan serta biaya yang akan digunakan;

Program - Perencanaan” Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat yang telah ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipedomani dan dilaksanakan
oleh pemegang IUP. . :
Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh
Gubernur dalam bentuk dokumen pengembangan wilayah dan
pemberdayaan masyarakat setempat;




- 28 -
S B . A

(5) Pemegang IUP melaporkan program pengembangan wilayah dan

pemberdayaan masyarakat setempat termasuk anggaran biaya kegiatan
‘ kepada Gubernur Cq. Kepela Dinas;

(6) Prograx.n pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat setempat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Rencana Kerja
dan Anggaran Biaya _ S (

Pasal 105

Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan
pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat setempat kepada
Gubernur Cq. Kepala Dinas. .
' | BAB XVI
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
, Bagian Kesatu
e foty o Umum = ) 3
Pasal 106

(1). ‘Pemegang IUP Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi;

(2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pasca
tambang; ‘

(3) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana
pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi;

(4) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun oleh pemegang IUP berdasarkan hasil eksplorasi,
studi kelayakan, AMDAL atau dokumen pengelolaan lingkungan yang
telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan. '

(5) Rencana reklamasi dat rencana pascatambang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan :
a. prinsip-prinsip lingkungan hidup pertambangsan, keselamatan dan
kesehatan kerja serta prinsip-prinsip konservasi mineral dan batubara
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

b. peraturan perundang-undangan yang terkait;
kondisi spesifik daerah.

Bagian Kedua
Rencana Reklamasi

Pasal 107

(1) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3)
disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan memuat rencana
reklamasi setiap tahun, setelah dilakukan telaahan dan evaluasi untuk
mendapat persetujuan, persetujuan bersyarat atau penolakan dari
Pemerintah Daerah yang dapat dilimpahkan kepada instansi berwenang.

(2) Dalam hal umur tambarig kurang dari 5 (lima) tahun, rencana reklamasi
disusun sesuai dengan umur tambang. :

(3) Rencana reklamasi meliputi : '

a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
b. rencana pembukaan lahan;

c. prograrh reklamasi terhadap lahan terganggu yang meliputi lahan bekas
tambang dan lahan diluar bekas tambang yang bersifat sementara dan
atau permanen; dan :

d. kriteria keberhasilan meliputi standar keberhasilan penataan lahan,
revegetasi pekerjaan sipil dan penyelesian akhir; dan




(1)

-29 .
e. rencana biaiya reklamasi terdiri dari atas biaya langsung dan tidak
langsung.

Lahan diluar bekas tarnbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
¢ meliputi :

a. Tempat penimbunan tanah penutup;

b. Tempat penimbunan  sementara dan tempat penirﬁbunan bahan
tambang; ~ ' ‘

Jalan; s .
Pabmk / 1nstalas1 pengolahan dan pemurman,
Bangunan/instalasi sarana penunjang;
Kantor dan pémmahaﬁ;

Pelabuhan khusus; dan/atau

ol S T I e

Lahan penimbunan dan/atau pen‘gehdapén tailing.

Bagian Ketiga
Rencana Pascatambang

Pasal 108
Rencana pasca tambang - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat
(3) disusun meliputi :

a. profil wﬂayah mehputi lokasi dan aksesibilitas wilayah, kepemilikan
dan peruntukan lahan, rona hngkungan awal, dan kegiatan usaha lain
- di sekitar tambang; =~ °

b. deskripsi kegiatan pertambangan, meliputi keadaan cadangan awalv,
sistem dan metoda penambangan, pengolahan dan pemurnian serta
fasilitas penunjang

c. rona lingkungan akhir lahan pascatambang, meliputi keadaan

cadangan tersisa, peruntukan lahan, morfologi, air permukaan dan air
tanah serta biologi akuatik dan tersterial.

d. program pascatambang, meliputi :

1. reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan diluar bekas
tambang; :

2. Pemeliharaan hasil reklamas1,

3. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan

4. pemantauan.

e. organisasi.termasuk ‘jadWal pélaksanaan pascatambang;
kriteria keberhasilan pascatambang; dan

g. rencana biaya pascatambang meliputi biaya langsung dan biaya tidak
langsung.

Dalam menyusun Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus berkonsultasi dengan instansi pemerintah dan/atau
instansi pemerintah daerah yang membidangi pertambangan mineral dan
batubara, instansi terkait lainnya dan masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana dan
pelaksanaan pascatambang diatur dengan Peraturan Gubernur.
Bagian keempat o
Tim pengawasan Reklamasi dan pasca Tambang
| Pasal 109
Dalam rangka pelaksanaar; Reklamasi dan-Pasca tambang dibentuk Tim
untuk melakukan Pengawasan Reklamasi dan pasca tambang;

- . . P
.. et g e e 2 .. ! . B R T N
TET 3 .
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Tim Pengawas Reklamasi dan pasca tanibang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XVII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 110

Gubernur bertanggung& jawab melakukan pembinaan dan pengawasan
atas penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan
yang dilakukan oleh pemegang IUP.

Gubernur dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan dan pelaksanaan kewenangan pengelolaan di bidang
usaha pertambangan - yang  dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota sesuai ketentuan perundang-undangan

Pelaksanaan pembmaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
meliputi :

a. pemberian pedoman” dan staridar pelaksanaari - pengelolaan usaha
pertambangan;

pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;

pendidikan dan pelatihan;.dan

pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;

pendidikan dan pelatihan; dan

perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi
pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan
batubara. : :

e oo

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dirhaksud pada ayat (1) dan ayat
2} dilakukan terhadap :

(

a. teknis pertambangan;

b. pemasaran; S

c. keuangan;

d. pengolahan data mineral dan batubara;.. |

e. konservasi sumber daya ‘mineral dan batubara;

f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan,;

g. operasi pertambangan;

h. pengelolaan 1ingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;

i. pemanfaatan barang, jasa, teknolog1, dan kemampuan rekayasa dan
rancang bangun dalam negeri;

j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan

k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;

l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;

m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang
menyangkut kepentingan umum, .

n. pengelolaan IUP; danjumlah, jen‘is,‘ dan mutu - hasil usaha
pertambangan. -

Gubernur Cq. Kepala Dinas rnelaporkan secara berkala pelaksanaan ,

pembinaan dan pengawasan.terhadap usaha pertambangan yang menjadi

kewenangannya sekurang-kurangnya sekali dalam 6°(enam) bulan kepada

Menteri.

Pasal 111

Gubernur bertanggung . jawab atas pembinaan dan pengawasan
pembangunan pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara dalam
rangka peningkatan nilai tambah mmeral dan batubara.
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(2) Pembinaan dan pengawasan pembangunan pengolahan dan pemurnian

(1)

mineral’ dan batubara dalam rangka peningkatan nilai tambah mineral
dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pembangunan pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara
b. pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara.

c. produksi pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara meliputi
jumlah dan jenis feed/umpan yang dibutuhkan, asal sumber feed,
jumlah produksi,jenis dan kualitas mineral /unsur utama dan mineral
/unsur ikutan dan tailing yang dihasilkan.

., Pasal 112

Bupati / Wahkota wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai

pengelolaan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya
kepada gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

(2) Laporan Bupati /Walikota kepada gubernur mengenai pengelolaan kegiatan

usaha pertambangan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) memuat :
a. jumlah IUP;

b.luas lahan terganggu akibat keglatan pertambangan dan luas lahan
yang telah direklamasi,

c. jumlah produksi dan penjualan mineral dan batubara;

d. reahsas,l penerimaan royaltty dan iuran tetap

e. pengawasan terhadap pemegang IUP yang telah diterbitkan meliputi
aspek teknis pertambangan, pemasaran, keuangan, pengolahan data
mineral dan batubara,’keselamatan dan kesehatan' kerja pertambangan,
keselamatan operasi pertambangan, pengolahan lingkungan hidup,
reklamasi dan pasca tambang, pemanfaatan barang,jasa, teknologi, dan
kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;

f. Jumlah tenaga kerja di sektor pertambangan,
g. konflik sosial akibat kegiatan pertambangan dan penyelesaiannya.
Pasal 113

Gubernur melakukan verifikasi dan - evaluasi terhadap laporan
pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang disampaikan oleh bupati
/walikota sebagaimana dimaksud pada pasal 112 melalui pemeriksaan
langsung pada IUP di lapangan.

Gubernur dapat menufijuk Tim untuk melakukan verifikasi dan evaluasi
pengelolaan kegiatan usaha pertambangan oleh bupati /walikota.

Tim sebagaimana’ dlmaksud pada ayat ( 2) terdiri ‘dari ketua, sekretans
dan anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Hasil verifikasi. dan evaluasi yang dilaksanakan oleh gubernur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati
/walikota dengan tembusan kepada menteri

Bupati / Walikota wajib menindak lanjuti hasil verifikasi dan evaluési yang
dilaksanakan oleh gubernur.

Pasal 114

Pengawasan sebagaimana dimaksud ‘dalam Pasal 110 ayat (4) huruf a,
huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf 1, dilakukan.oleh Inspektur
Tambang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Inspektuf Tambang sei)agaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh
Gubernur. : :




(1)
(2)

)
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Dalam hal Pemerintah Daerah belum mempunyal Inspektur Tambang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menugaskan inspektur

tambang pusat. =~ .

Bagian Kedua
+ 'Pengendalian . .
Pasal 115
Pemerintah Kabupaten/Kota sebelum menerbitkan IUP yang berada

dalam kawasan ' hutan harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan
pemerintah daerah untuk mendapatkan pertimbangan teknis dari

- Gubernur;

Apabila pemermtah kabupaten/ kota menerbltkan IUP yang berada dalam
kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa
dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Pemerintah Daerah , maka dapat
dibatalkan oleh Gubernur;

Setiap IUP dan IPR yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
harus didaftarkan Pada Sistem Informasi Geografis (SIG) Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan dan Pengujian
Pasal 116
Untuk menjamin terpenuhinya standar mutu terhadap sifat fisik dan
kimia mineral ddn batubara, terlebih dahulu harus melalui pemeriksaan
dan pengujlan ~

B

Pengujian sebaga1mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada
Laboratorium Pengujian dan Pengembangan Potensi Energi dan Sumber
Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemeriksaan dan pengujian
mineral dan batubara sebaga;mana dlmaksud pada ayat (1) akan diatur
dalam peraturan gubernur : .

i BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRASI

', Pasal -117

Gubernur berhak memberikan sanksi administratif kepada Pemegang IUP

apabila:

a. tidak melakukan kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dalam
jangka waktu 6 (enam) bulan sejak IUP diberikan;

b. memindahtangankan IUP kepada pihak Iain;

c. tidak melakukan pengamanan terhadap jenis bahan galian mineral
dan/atau batubara lain yang ditemukan;

d. tidak mengutamakan penggunaan tenaga kerja dan/atau jasa lokal
Sulawesi Tenggara, produk barang dalam negeri serta tidak
mengembangkan kemitraan dengan masyarakat dan/atau pengusaha

“kecil dan menengah setempat berdasarkan prinsip  saling
menguntungkan;

e. tidak melakukan pemurnian dan/ atau pengolahan di wilayah Sulawesi
Tenggara atau dalam negeri untuk menmgkatkan nilai tambah

komoditi dan penciptaan lapangan kerja;

f. melakukan kerjasama pengolahan dan pemurnian dengan badan usaha
atau perorangan lain yang tidak memiliki IUP Operasi Produksi;
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g tldak melakukan perubahan rencana pascatambang dalam hal terJach

perubahan sistem penambangan, perubahan umur tambang,
perubahan sarana dan/atau prasarana tambang;

h. tidak membayar jaminan réklamasi dan pascatambang;

i. tidak melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja
pertambangan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan berdasarkan
standar baku mutu lmgkungan, termasuk kegiatan reklamasi, upaya
konservasi, pengelolaan sisa suatu kegiatan serta norma-norma praktek
pertambangan yang baik dan benar;

j. memakai jasa badan usaha atau perseorangan yang tidak memiliki izin

usaha jasa pertarnbangan,

k. tidak mcnyampa_tkan laporan kegiatan usaha pertambangan secara
berkala kepada Gubernur

(. ] . 4

Sank31 adm1mstrat1f sebagalmana dlmaksud pada ayat(1) berupa
a. Peringatan tertuhs,

b. Penghentlan sementara sebagian atau seluas kegiatan eksplorasi atau
operasi produksi dan atau; :

¢. Pencabutan IUP <
BAB XIX

KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 118

Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah di
beri wewenang Khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana dibidangPertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) adalah:Pegawai "Negeri
Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat
yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan; ‘

Wewenang penyidi‘k sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pertambangan
mineral dan batubara agar keterangan atau laporan tersebut menjadi
lengkap dan jelas; :

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengaﬁ tindak pidana di bidang pertambangan mineral
dan batubara; ~

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atan badan
- sehubungan dengan’ "tindak' p1dana di bidang pértambangan mmcral
dan batubara;

d. memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti,
pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; :

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
- penyidikan tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan
batubara;




)
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g menyuruh berhenti, melarang seseorang 'meninggalkan ruangan atau
.tempgt pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas seseorang dan atau bahan dokumen yang dibawa ;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi; ' ,

| .

menghentikan penyidikan; dan/atau

k. rpelakukaﬁ tindakan lain yang perlu {mtuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

~dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya - kepada

Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana. '

'BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 119

Nt

Setiap orang yang melakukan . usaha penambangan tanpa IUP
sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, pasal 30 ayat (3) dan pasal 36
dipidana sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku; :

Pemegang IUP yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 70 dan pasal 71 ayat (1) dengan tidak benar atau
menyampaikan keterangan palsu dipidana sesuai ketentuan Perundang-
undangan yang berlaku.

' Pasal 120

Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP sebagaimana
dimaksud dalam pasal 27 dipidana ‘'sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Setiap orang yang mempunyai IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan
operasi produksi dipidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang

berlaku. . | , “
' Pasal 121

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi 'Produksi yang menampung,
memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan,
penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP atau izin
sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, pasal 30 ayat (3) dipidana sesuai
ketentuan Perundang-undangan yang berlakuy;

Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha
pertambangan dari pemegang IUP yang telah memenuhi syarat dipidana
sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 122

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal 120
pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa : :

a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;

b. perampasan keuntungan yang dipgroleh dari tindak pidana; dan atau

C.

kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.
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| Pasal 123

Setiap orang yang rnengeluarkan IUP yang bertentangan dengan peraturan
Daerah ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana sesuai
ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. :

Pasal 124

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Gubernur . :
) A } . BABXXI
KETENTUAN LAIN -LAIN
Pasal 125

'Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan IUP yang berkaitan dengan
dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 126

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
a. IUP yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap
diberlakukan sampai jangka waktunya berakhir;
b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-
lambatnya 1(satu). tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.
BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP
"~ Pasal 127

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi

Tenggara

5 AGC{J‘}‘M 2013

WESI TENGGARA,

T

Diundangkan di Kendan

fiL.
"Pada tan S TAR 5 ‘J S 2013
' ERAH,

o Z

a o

* S 1 A *

(¥

AL AB

i e : :
LEMBARANYSE 2 OVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013 NOMOR : 5

s
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PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR A  TAHUN 2013
TENTANG

' PENGELOLAAN PERTAMBAN GAN MINERAL DAN BATUBARA YANG ’

BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
UMUM '

' Kegiatan usaha pertambangan minex:al dan batubara di Sulawesi

| Tenggara mempunyai peranan yanga sangat pehting» dalam rangka
menunjang pembangunan daerah| maupun Nasional. 'Pelaksanaan -

kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara perlu dikelola

. berdasarkan kaidah pertambangan yang baik dan benar dengan tetap

mengutamakan pembangunan yang berkelanjutan.

Tantangan yang utama dihadapi oleh pertambangan mineral dan

" ‘batubara di daerah adalah -pengaruh globa11sa31 "yang mendorong

demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup,
perkembangan teknologi dan informasi, hak asasi. kekayaan intelektual

serta tuntutan peningkatan-yang berkelanjutan.

Untuk menghadapi tantangan. lingkungan stratcg1s dan menjawab

: sejumlah permasalahan tersehut, perld disusun peraturan daerah’

tentang pengelolaan ' pertambangan. Bahwa dengan ditetapkannya
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral

" dan batubara, maka dibutuhkan pengaturan- bidang pertambangan yang

dapat mengelola dan mengusahakan poten& mineral dan batubara secara
mandiri, andal, transparan, berdaya  saing,efisien, dan, berwawasan’

11ngkungan guna menjamm pembangunan daerah secara berkelanjutan

Peraturan daerah ini merupakan dasar kebuakan untuk d1gunakan
sebagai landasan yang kuat bagi penyusunan peraturan-peraturan

 pelaksanaannya lebih lanjut, agar pelaksanaan. kegitan usaha

pertambangan mineral dan batubara dapat dilakukan sesuai dengan
kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar. ‘ '

PENJ ELASAN PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas

 Pasal 2 N . {

Cukup jelas ' : !

. Pasal 3

Cukup jelas -

Ayat (1)
Cukup jelas
. Ayat (2)
- Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas
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‘Ayat (2)

| Cukup jelas -
- Pasal 6
Huruf a sanﬁipai dengan e

Cukup jelas ' . ¥
Huruf f - -

Yang dimaksud dehgan neraca sumber daya mineral darl batubara-
adalah yang menggambarkan jumlah sumber daya, cadangan dan
produksi moneral dan batubara sulawe51 tenggara.

" Huruf g sampaio , . ';5
Cukup jelas ‘ - | |
Ayat (2)
‘Cuk'up jelas
. Pasal 7 ‘
Cukup jelas
Pasal 8
- Cukup jelas .
~ Pasal 9 S o o
' Cukup jelas : S ‘ h
Pasal 10
~ Cukup jelas
Pasal 11" - |
- Cukup jelas
Pasal 12

Kewenangan yang dlhmpahkan adalah kewenangan dalam
menetapkan WUP untuk mineral bukan logam dan batuan dalam
satu kabupaten/kota atau lintas kabupaten /kota.

Pasal 13 :
~ Cukup jelas

' Pasal 14

o Cukup Jelas

" Pasal 15 B !
Cukup jelas

_ Pasal 16

Berkoordmam d1maksudkan untuk menetapkan batas dan luas
WIUP mineral logam dan /atau batubara

~ Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

o Cukup jelas

' Pasal 19

Cukup Jelas




~ Pasal 21 | . o ‘ o
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Pasal 20
Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 22

 Ayat (1) I !

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah niengakon'iodasi sémua-
kepentingan daerah yang terkait denganWUPK sesuai dengan
" ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) .
Cukup jelas :

Ayat (3) '
Cukup jelas

' Pasal 23

- Yang dimaksud dengan luas adalah luas maksimum dan luas’
minimum. :Penentuan batds dilakukan berdasarkan keahhan yang
- diterima oleh semua pihak.

Pasal 24
: Ay'at(l)-. T |
Hurufa ‘ '

Yang dimaksud dengan pertambangan mmeral radloaktlf adalah
pertambangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan di bidang ketenaganukliran.

‘Hurufb -

Pertambangan mlneral logam dalam ketentuan’ ini termasuk mmeral
ikutannya.

Huruf ¢ .
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Hurufe
g Cukup jelas
Ayat (2) )
) Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas

" Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27
~ Cukup jelas L
Pasal 28 . 3 . |
, Hu}uf a

Badan usaha dalam ketentuan ini mehputl Juga badan usaha milik
" negara dan badan usaha milik daerah




Huruf b
Cukdp jelas
Huruf ¢
~ Cukup jelas
. Pasal 29
.Ayat (1)
| Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢

Cukup jelas

| Hurufd
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Jaminan kesungguhan dals

"“Hurufe
.Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
- Cukup jelas
Huruf h

Cukup jelas’

- Hurufi
Cukup jelas

~ Huruf ]
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf'1
Cukup jelas

o Huruf ‘m

Cukup jelas |

. Hurufn
| Cukup jelas
Ayat (2) -
_ Cukup jelas
Pasal 30

| Cukup jelas

. , : ‘ketentuan "ini
pengelolaan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi.

termas{,lk biaya ‘
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Pasal 31
Ayat (1)

~ Jangka waktu 8 (delapan) tahun meliputi penyehdlkan umum 1
(satu) tahun, eksploras1 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua)
kali masing-masing 1 (satu) tahun, serta studi kelayakan 1(satu)
tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun

- Ayat (2)

+ Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (éatu).
tahun, eksplorasi 1 (satu)tahun, dan studi kelayakan 1(satu) tahun,

Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tersebut adaiah
antara lain batu gamping untuk industri:semen,intan, dan batu mulia.

Jangka waktu 7 (tujuh) tahun qlehpuu penyelidikan umum 1 (satu].
tahun, eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu).kali -
(satu) . tahun, serta studi kelayakan I{satu) tahun dan dapat
diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun. : '

. Ayat (3)

Jangka waktu 3 (tiga) ‘tahun mehput1 penyelidikan umum 1 (satu)
tahun, eksploras1 1 (satu) tahun, dan studl kelayakan 1(satu) tahun

. Ayat (4)

- Jangka waktu 7 (tUJuh) tth.I’l rnehputl penyehdlkan umum 1 (satu)
tahun, eksploras1 2(dua) tahun ‘dan dapat diperpanjang 2(dua) kali’
masing-masing 1 (satu) tahun, serta studl kelayakan 2(dua} tahun.

_ Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
- Cukup jelas
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud’ d;:nganv data. hasil kajian studi ' kekayaan
"~ merupakan smkron1sa31 data milik pemerintah dan pemermtahan.
daerah.

Pasal 35
~ Ayat (1)

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalém‘ ketentuan ini-
. termasuk jangka waktu untuk konstruk31 selama 2 (dua) tahun.

' Ayat (2) .
"Cukup jelas
Ayat (3) |

Yang dimaksud dengdn mineral logam jenis tertentu adalah antara
lain batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia.

[

{




" Pasal 40

‘Pasal 43

. Pésal 45
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Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (9)

‘Jangka waktu 20 (dua  puluh) tahun dalam ketentuan ini.
termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Paéal 36
~ Cukup jelas .
Pasal 37 : - IR |
N Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas
Pasal 39
Ayat (1) -
Cukup jelas
 Ayat (2)

Apablla dalam WIUP. terdapat mineral lain yang berbeda
keterdapatannya secara vertikal; maupun homzontal pihak lain
dapat mengusahakan mineral tersebut.

Ayat (3) |
A Cukup jelas

N Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas

~ Pasal 42

- Ayat (1) |
Cukup jelas
] Ayat (2)
Apabila dalam WIUP terdapat meneral 1a1n yang ' berbeda

keterdapatannya secara vertikdl, -maupun homzontal pihak lain-
~ dapat mengusahakan rnmeral tersebut

Ayat (3)
Cukup jelas

Cukup jelas

. Pasal 44

- Cukup jelas

 Ayat (1)
Cukup jelas
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Ayat(d

Apabila dalam WIUP terdapat 'me‘n'eral lain yang=~berbéda
- keterdapatannya ‘secara vertikal, maupun horlzontal pihak lain
dapat mengusahakan mineral tersebut. ' -

Ayat (3] o *
Cukup jelas
Pasal 46
Cfukﬁp jelas
Pasal 47. .
Cukup jelas | L ' : 3
" Pasal 48 ' |
 Ayat (1)
~ Cukup jelas o :
- Ayat (2) “‘ o ’ i
Apabila dalam "WIUP terdapat meneral lain yaing berbeda -

keterdapatannya secara vertika, maupun horizonta, piliak lain dapat
. mengusahakan mineral tersebut. :

Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
~ Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
© Cukup jelas
Pasal 52
- Cukup jelas
" Pasal 53 |
. Cukup jelas
Pasal 54
. Yang dimaksud dengah nonkomersial adalah bahan galian yang

tertambang digunakan untuk kepentingan’ sendm dan tidak
diperjual belikan untuk menambah modal. Co '

* Pasal 55 o TR
- Cukup Jelas ) o |
Pasal 56
Cukupjelas
Pasal 57
o " Cukup jelas -
Pasal 58 |
o Ayat (1)
Cukup jelas

s~
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Ayat (2) - !
Yang dimaksud eksplorasi tahapan tertentu-dalam ketentuan ini

“yaitu telah dltemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan
eksplorasi.

Ayat (3)
Cukup jelas

‘ Pésal 59

- Cukup jelas

~ Pasal 60

- Cukup jelas

| Pasal 61

Huruf a sampai dengan d |
Cukup Jelas -

I—Iuruf e

Yang dimaksud dengan sisa tambang meliputi antara lain tailling
dan hmbah mineral dan batubara.

Pasal 62 ) ,
Cukup jelas oo ' _ 3 o )

~ Pasal 63 T

Ketentuan ini dlmaksudkan .mengingat ‘usaha pertambangan pada

- . sumber air dapat mengabitkan perubahan morfologi sumber air, balk

pada kawasan hulu ‘maupun hilir.
: !

Pasal 64
Ayat (1}

Kewapban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian d1 dalam
negeri dimaksudkan, antara lain  untuk meningkatkan dan
mengoptimalkan nilai tambang dari produk tersedianya bahan baku
industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan
negara o : - : :

~ Ayat (2)
. Cukup jela_‘s
Pasal 65
Cukup jelas
' Pasal 66
Ayat (1)

Yang -dimaksud dengan terieblh dahulu memiliki [UP Opera81
Produksi untuk penhualan dalam ketentuan ini adalah pengurusan

~ izin pengangkutan dan penjualan atas mineral dan/atau batubara
~ yang tergali.
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Ayat (2)

IZin diberikan setelah-terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan

evaluasi atas mineral dan /atau batubara yang tergali oleh 1nstans1
tekms terkait. : : .

Ayat(3)
: Cukup jelas
Ayat (4)
' Cukpp jelas
Pasal 67
Ayat (1)

Pemarifaatan tenaga - kerja setempat tetap mempertimbangkan
kompetensi tenaga kerja dan keahlian tenaga kerja yang tersedia.’
- Ayat (2) | i

Pemanfaatan tenaga kerja' dalam rangka. peningkatan tarafl hidup
- masyarakat di. daerah - masih  diperlukan  peningkatan
' pengintegrasian gender melalui keterhbatan dalam keglatan usaha .
pertambangan :

|
Pasal 68 |
| Cukup jelas .
" Pasal.69 ,
- Cukup jelas
Pasal 70
| Cukup jelas. |
Pasal 71 S S
Ayat (1) | ’.
Cukup jelas.
Ayat 2)
Cﬁkupjelas.

Pésal 72 .
Ayat (1) | >

Surat keterangan asal bahan gahan adalah surat yang dikeluarkan
" Dinas yang memuat tentang lokasi asal bahan galian, jems tonase-
serta tujuan pengiriman bahan galian.

| Ayat‘(Q)

Cukup jelas.
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- ayat (3)

. Cukupjela'é. L

B Pasal 73 d — o
 Ayat (1) S !

"Huruf a '
Yang dlmaksud dengan keadaan kahar (force mejeur) dalam
ayat ini antara-lain perang, kerusuhan sipil, pemberontakan,
epidemi, gempa bumi, ban_nr, kebakaran dan bencana alam di

luar kemampuan manus1a
Huruf b , :
Yang dimaksud dengan menghalang1 dalam ayat ini antara lain
 blokade, pemegokan dan perselisihan perubahan di luar
kesalahan pemegang IUP atau IUPK dan peraturan perundang-‘
undangan yang diterbitkan oleh! Pemerintah yang menghambat
kegiatan usaha pertarnbangan yang sedang berjalan

 Hurufec
Cukup jelas.

. Ayat (2)
. Cukup jelas.

Ayat (3) : :

Permohonan menjelaskan kondisi keadaan kahar dan/atau
keadaan yang menghalangi sehingga mengakibatkan penghentian
sebagaian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.

Ayat(4) T
Permohonan masyarakat memuat penjelasan kcadaan kondlsn
- daya dukung lingkungan wilayah yang d1ka1tkan dengan aktivitas

- kegiatan penambangan.
Ayat ()

" Cukup jelas,
 Pasal 74
| Ayat (1) |

Cukup jelas. : " o : o

~ Ayat (2) |

Cukup jelas.
. Ayét (3)

Cukup jelas : R
, Pasal 75 . |

. Cukup jelas

e 2 e e T ST e [T ST L o e




Pasal 76
- Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Ayat (1)
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i

' Yang dimaksud dengan alasan "yaing j€las dalam ketentuan ini antara’
lain tidak - ditemukannya ‘prospek secara teknis, ekonomis atau

‘. lingkungan.
Ayat (2)
. Cuku;ﬁjelas.
Pasal 79
| C;lkup jelas.
Pasal 80
‘ Cukup jelas
- Pasal 81

© Cukup jelas.

~ Pasal 82
Cukup jelas.
' Pasla 83
| Cukup jelas.
Pasal 84.

© Ayat (1)

- Perusahaan
daerah.

~ Ayat (2)
Cukup jelas.

~Ayat (3)

~ Pasal 85
Cukup jelas.
< Pasal 86

o Cukup jelas

nasiondl dapat -mendirikan perusahaan cabang di

| Cukup jelas. -
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~ Pasal 87
o Cukup jelas.
If’gsal 88V |
C Cukﬁp jelas.
- Pasal 89
| ~ Cukup jelas.
Pasal 90 S
. Cui«:up jelas. |
Pasal 91
’A Cukup jelas. ' '
Pasal 92
| Cukup jelas.
. Pasal 93 o |
Cukupjelag. | |
Pasal 94
| ~ Cukup jelas.
| ?aséi 95 |
| Cukup jelas.
Pgsal 96 |
Cukup jelas. - : R ‘t
~ Pasal 97 | |
" Cukup jelaé.
| Paéal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
. Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah mereka yang terke:na
dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

REY



. Pasal 100
| ‘Cgkupjda&
Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

'Cukﬁpjdaa_
* Pasal 103 .
Cukup jelas.
_ Pésa1104

-~ Cukup jelas.

PasaIIOS

Cukup jelas.

Pasa1106 ‘

' 2Cukupjda&
: PgsaliO?

Cukup jelas.

Pasal 108

. Cﬁkupjda&

| Pasal 109

i Cukup jelas.
‘Pasal 110
ﬂCukupjda&

~ Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

o Cukup jelas.
' Pasa1113

| Cukup jelas.

Pasa1114 .

- Cukup jelas

. Pasal 115

Cukup jelas.
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